STUDI GOLPUT DALAM 

PILKADA DKI JAKARTA 
LINGKARAN SURVEI INDONESIA (LSI)
JARINGAN ISU PUBLIK (JIP)

I. LATAR BELAKANG: MENGAPA PERLU STUDI GOLPUT?
· Tingginya Angka Golput Dalam Pilkada
Salah satu gejala penting dari Pilkada hingga saat ini adalah tingginya angka pemilih yang tidak ikut dalam pemilihan ( Golput). Di sejumlah wilayah---seperti Batam, Kota Bekasi, lebih dari separoh pemilih yang mempunyai hak pilih (terdaftar sebagai pemilih) tidak menggunakan haknya. Jika dibuat rata-rata Pilkada yang dilakukan selama tahun 2005, tingkat golput rata-rata 30.65%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Putaran I, Pemilu Presiden Putaran II.
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Keterangan : Data partisipasi pemilih untuk Pilkada diolah dari Pilkada yang dilakukan di tahun 2005 (173 wilayah) dari Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri
· Misteri Golput: Perlunya Riset Mengenai  Mengapa Pemilih Golput.
Meskipun tingginya angka golput menjadi gejala umum dalam Pilkada di banyak wilayah--- dan kemungkinan fenomena Golput ini juga akan menjadi gejala umum Pemilu Indonesia di masa mendatang----hingga saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih memilih golput. Berbagai penjelasan mengenai golput di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarklan pada riset yang kokoh. Pengamat dan penyelenggara Pemilu memang  kerap melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan berdasarkan hasil riset.
Hingga saat ini, ada sejumlah penjelas yang dikemukakan oleh para pengamat atau penyelenggara Pemilu tentang penyebab adanya Golput. Pertama, administratif. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi---seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar  pemilih dan sebagainya. Kedua, teknis. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih----seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. Ketiga, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (political engagement). Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh dan tidak memandang Pemilu atau Pilkda sebagai hal yang penting. Keempat, ekonomi politik. Pemilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih. Pemilu (atau Pilkada) dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan berarti. Atau tidak ada calon kepala daerah yang disukai dan sebagainya. 
Mana penjelasan yang lebih cocok untuk konteks Indonesia? Pertanyaan semacam ini belum bisa dijawab karena belum ada studi yang mendalam mengenai alasan dan pilihan seseorang  untuk golput. Memang telah ada banyak studi berupa survei mengenai perilaku pemilih baik pada Pemilu atau Pilkada. Tetapi survei perilaku pemilih yang ada saat ini kurang akurat dalam menggambarkan adanya golput. Riset ini akan menggunakan pendekatan yang berbeda dengan yang umumnya digunakan dalam studi  perilaku pemilih untuk mendeteksi golput. Sehingga hasilnya diharapkan dapat menggambarkan secara lebih jelas alasan dan sebab orang melakukan golput. 

II. TUJUAN

Secara umum, riset ini mempunyai sejumlah tujuan sebagai berikut: 

· Identifikasi Lebih Akurat Profil Golput 
Informasi mengenai  golput, selama ini diperoleh dari survei pra pemilihan. Berbagai lembaga membuat survei dan menanyakan kepada pemilih apakah akan ikut pemilihana atau tidak. Responden yang menjawab tidak akan ikut pemilihan, lalu diidentifikasi sebagai golput. Dalam banyak pengalaman, informasi yang didapat dari survei ini kurang bisa mengidentifikasi adanya golput.
 Studi ini akan menggunakan pendekatan yang berbeda dengan survei pra pemilihan yang biasa dilakukan ( Lihat Tabel).
Studi ini akan dilakukan setelah pemilihan, sehingga akan diidentifikasi secara tepat orang yang benar-benar tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini berbeda dengan survei pra pemilihan yang lebih berupa proyeksi----perkiraan orang yang tidak menggunakan haknya. Populasi dari survei ini adalah pemilih yang tidak menggunakan haknya. Dengan identifikasi yang lebih tepat terhadap golput, akan bisa diidentifikasi secara lebih akurat pula alasan-alasan orang memilih golput. 
	Survei Pra Pemilihan
	Studi Ini

	Dilakukan sebelum pemilihan
	Dilakukan setelah pemilihan

	Populasi adalah semua warga yang mempunyai hak pilih
	Populasi khusus pada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya

	Identifikasi golput: opini
Seseorang ditanyakan apakah akan ikut Pemilu/ Pilkada atau tidak.  
	Identifikasi golput: fakta
Responden benar-benar adalah orang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) di hari pemilihan


Dari responden yang benar-benar golput nantinya akan diidentifikasi profil mereka. Bagaimana latar belakang sosiologis meraka ( agama, suku, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya), kedekatan dengan partai atau kandidat yang ada, kepercayaan dan keyakinan dengan pemilihan dan kanadidat, dan sebagainya. 
· Menjelaskan Lebih Akurat Alasan Seseorang Tidak Memilih 
Dari responden yang benar-benar tidak ikut memilih ( golput) nantinya bisa diidentifikasi secara lebih tepat alasan-alasan mereka memilih golput.
 Akan bisa diperbandingkan juga karakteristik dan alasan golput di Indoensia dengan di sejumlah negara lain. Apakah ada keunikan pilihan golput di Indonesia. 
III. KEGUNAAN

Riset ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik teoritis maupun praktis. 
· Kegunaan Teoritis
Studi ini diharapkan bisa menyumbang pemahaman mengenai studi golput di Indonesia. Hasil studi ini juga bisa memperkaya perdebatan mengenai golput.

· Kegunaan Praktis
Hasil studi ini juga diharapkan mempunyai kegunaan praktis. Bagi KPUD ( Komisi Pemilihan Umum Daerah), studi ini akan menjawab pertanyaan mengenai alasan-alasan seseorang memilih golput. Hasil studi ini dapat dipakai untuk mengantisipasi atau mengurangi angka golput untuk Pilkada di DKI Jakarta di tahun mendatang atau Pilkada di wilayah-wilayah lain. 
	Kegunaan Teoritis
	Kegunaan Praktis

	Pemahaman dan identifikasi lebih akurat mengenai golput di Indonesia dan perbandingannya dengan di negara lain.
	Bahan untuk membenahi atau angka golput. Bahan ini berguna bagi KPUD DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemilihan di masa mendatang. 

	Memperkaya studi dan perdebatan mengenai golput di Indonesia dengan ata dan pendekatan yang berbeda dari yang selama ini biasa dilakukan. 
	Bahan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemilihan di wilayah lain. 


IV. METODE
Riset ini akan menggunakan metode survei. Responden akan diwawancarai secara langsung ( tayap muka) dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur. 
4.1. Populasi
Populasi dari survei ini adalah semua pemilih yang tidak menggunakan haknya dalam Pilkda Kota Jakarta, 8 Agustus 2004. Jumlah dan identifikasi dari pemilih yang tidak menggunakan haknya ini dilakukan dengan mencocokkan Daftar Pemilih tetap (DPT) dan catatan pemilih yang menggunakan haknya. Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan haknya inilah yang diidentifikasi sebagai populasi golput dalam survei ini. 
Kerangka sampel memasukkan semua pemilih yang tidak menggunakan haknya (golput), yakni berita acara yang dibuat oleh Ketua  PPS. Peneliti tinggal menyalion saja daftar nama-nama pemilih yang tidak menggunakan haknya di TPS ( Tenpat Pemungutan Suara) sampel. Dari kerangka sampel ini akan diambil secara acak (random) sampel. 
               
[image: image1.emf]POPULASI

( Populasi dari survei ini adalah pemilih yang tidak 

menggunakan haknya dalam Pilkada di DKI Jakarta 

Agustus 2007) 

KERANGKA SAMPEL

( Kerangka sampel yang dipakai adalah berita acara  PPS  / 

Panitia Pemungutan Suara warga-warga yang tidak 

menggunakan hak pilihnya di masing -masing TPS)

SAMPEL

( Responden diambil secara acak  / random dari kerangka 

sampel) 


4.2. Teknik Penarikan Sampel
Teknik penarikan sampel yang dipakai menggunakan sampel acak bertahap (Multistage Random Sampling). Dari populasi semua TPS yang ada di DKI Jakarta akan diambil sampel TPS. Dari sampel TPS itu akan diidentifikasi nama-nama pemilih yang tidak menggunakan haknya. Dari daftar itu akan diambil sampel kembali 4 orang responden ( 2 laki-laki dan 2 perempuan). 
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Total di DKI Jakarta terdapat 11.253 Tempat Pemungutan Suara. Dari 11.253 TPS itu diambil secara acak 120 TPS. Sebelum sampel TPS diambil, dibuat proprsi terlebih dahulu berdasar jumlah populasi dari masing-masing wilayah di DKI Jakarta. Wilayah dengan jumlah populasi ( dan TPS) yang besar akan mendapat perwakilan sampel TPS yang besar pula. Dari masing-masing TPS itu nantinya akan diambil 4 orang responden yang tidak menggunakan haknya ( golput). Sehingga total ada 480  orang responden yang akan disertakan dalam survei ini.
Seperti disinggung di depan, populasi dari survei ini bukanlah pemilih, tetapi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Ini bisa diidentifikasi dari nama-nama orang yang dalam DPT ( Daftar Pemilih Tetap) yang tidak datang ke TPS. 
Langkah dan prosedur dalam penarikan sampel dapat digambarkan sebagai berikut:
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Pewawancara datang ke masing-masing TPS sampel. Di tiap TPS, pewawancara akan menunggu hingga perhitungan suara selesai, dan rekapitulasi ( laporan) dari TPS telah dibuat. Dokumen-dokumen juga telah dilengkapi oleh petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara). Pemilih tinggal menyalin berita acara nama-nama pemilih yang tidak menggunakan haknya ke dalam lembar yang disediakan. Jika daftar semacam ini tidak tersedia atau peneliti lapangan tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan data itu, pewawancara harus mencocokkan daftar nama yang ada dalam DPT ( Daftar Pemilih Tetap) dengan pemilih yang tidak menggunakan haknya. Nama-nama yang ada dalam DPT dan tidak ikut memilioh itulah yang harus disalin ke dalam lembar kerangka sampel. 

Dari daftar nama itu, pemilih mengambil secara acak ( random) 4 orang responden dengan proporsi 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pemilihan responden dilakukan secara acak ( random) dengan menggunakan lembar angka acak.  Pewawancara mendatangi nama-nama responden yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut. Perlu dicatat, ada dua kemungkinan ketika pewawancara mencari atau mendatangi nama-nama responden yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pertama, nama tidak ditemukan atau tidak ada di kelurahan tersebut (disebut sebagai ghost voters). Jika ini yang terjadi, maka wawancara dihentikan. Kedua, nama responden ada di kelurahan. Jika ini yang terjadi, pewawancara mencari responden tersebut dan melakukan wawancara.  
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� Umumnya studi perilaku pemilih dilakukan sebelum pemilihan. Di hampir semua survei perilaku  pemilih ditandai dengan tingginya angka responden yang menjawab akan ikut memilih. Jika angka mereka yang menyatakan ikut memilih ini dibandingkan dengan hasil aktual Pemilu / Pilkada akan didapati over estimate. Responden cenderung menjawab “ akan ikut memilih “ padahal dalam kenyataanya bisa jadi tidak ikut memilih. 


� Ini ditandai dengan adanya perbedaan antara responden yang menyatakan ikut pemilihan ( dalam survei pra pemilihan) dengan angka riil orang yang tidak ikut memilih. Dalam banyak survei, jumlah partisipasi pemilih dilaporkan lebih dari 90%. Atau angka golput hanya di bawah 10%. Padahal dalam kenyataannya, di sejumlah Pilkada angka Golput bisa lebih dari 30%. Dimana letak sumber ketidakakuratan ini? Ada sejumlah sebab. Pertama, survei pra pemilihan lebih merupakan proyeksi ( rencana) dan bukan aktual orang yang tidak memilih.  Pertanyaan yang diajukan untuk mendeteksi ada tidaknya golput bisanya dirumuskan dengan pertanyaan, “ Apakah Anda akan ikut memilih dalam Pemilu mendatang?”. Responden cenderung menjawab “ akan ikut memilih “ padahal dalam kenyataanya bisa jadi tidak ikut memilih. Ini bisa dimengerti karena pertanyaan lebih ditujukan kepada proyeksi---rencana ikut Pemilu atau tidak dua bulan mendatang. Untuk konteks Indonesia, orang umumnya cenderung bersikap positif akan ikut memilih, terkecuali bagi mereka yang sejak awal tidak percaya dengan pemilihan. Kedua, Responden cenderung menjawab secara tidak jujur, karena pertanyaan ini bisa dikategorikan sebagai pertanyaan yang memalukan ( threatening question). Oran yang tidak ikut pemilihan dipandang tidak pantas. Hal ini menyebabkan orang cenderung untuk bersikap positif dengan menjawab akan ikut pemilihan---padahal dalam kenyataannya tidak ikut dalam pemilihan. 





� Secara teoriotis, dalam studi mengenai perilaku pemilih ( voter behavior) dikenal tiga teori besar yang menjelaskan fenomena golput. Pertama, teori sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Di Amerika, orang yang berpendidikan tinggi relatif lebih aware dengan pemilihan dan akan menggunakan hak pilihnya, dibandingkan dengan warga yang berpendidikan rendah. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak. Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan ( attachment) dengan partai atau kandidat yang ada. Ketiga, teori ekonomi politik. Teori ini menyatakan keputusan untuk memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya.


� Istilah “golput” ( kependekan dari golongan putih) sendiri muncul tahun 1990-an. Istilah ini diperkenalkan oleh sejumlah aktivis dan kelompok pro demokrasi (seperti Arief Budiman) yang menolak terlibat dalam Pemilu di masa Orde Baru. Saat itu, Pemilu dilihat sebagai kewajiban. Warga negara yang mempunyai hak pilih dipaksa untuk terlibat atau berpartisipasi sebagai pemilih. Seseorang menggunakan hak pilihnya lebih karena kewajiban atau ketakutan daripada pencerminan dari sikap atau pilihan politik. Aktivis yang tidak setuju dengan penyelenggaraan Pemilu dan termasuk partai-partai yang ikut bertarung, memperkenalkan  golput untuk mengajak agar masyarakat tidak ikut memilih. Golput karena itu lebih merupakan sikap atau polihan politik yang diambil secara sengaja. Saat ini istilah ‘golput” kemungkinan mengalami perubahan. Saat ini, warga negara berhak untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Tidak ada sanksi atau hukuman bagi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya


� Memang ada kemungkinan, orang yang mempunyai hak pilih ( terdaftar dan memounyai surat undangan dari KPUD untuk memilih) menggunakan hak suaranya di tempat / TPS lain. Hal ini diabaikan dalam survei ini. 
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Hentikan wawancara dan salinlah ke dalam lembar berita acara kunjungan. 
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POPULASI
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